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PUTUSAN

Nomor : 565/Pdt.G/2014/PA.Bpp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili 

perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah 

menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan -, pendidikan SD, 

tempat tinggal di Kota Balikpapan, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, 

pendidikan SD, tempat tinggal di Kota Balikpapan, sebagai 

Tergugat;

Pengadilan Agama Balikpapan tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, memeriksa alat bukti surat serta 

mendengar keterangan para saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya 

bertanggal 15 April 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama 

Balikpapan pada tanggal 17 April 2014 dengan Nomor : 565/Pdt.G/2014/

PA.Bpp telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 3 Februari 2012 Penggugat dengan Tergugat 

telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat 

Nikah Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan, Kutipan Akta Nikah 

Nomor: 82/05/II/2012, tanggal pencatatan 3 Februari 2012 yang pada 

saat itu Penggugat berstatus Perawan  dan Tergugat berstatus Jejaka;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di 

rumah orang tua Penggugat yang berada di Kota Balikpapan sampai 

sekarang;

3. Bahwa hingga saat sekarang ini perkawinan Penggugat dan Tergugat 

belum dikaruniai anak;

4. Bahwa sejak awal pernikahan ketentraman rumah tangga Penggugat 

dengan  Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan Juni Tahun 

2013 tidak harmonis lagi dikarenakan penyebabnya adalah sebagai 

berikut:

a. Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat selama 1 Tahun berturut-

turut tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;

b. Bahwa keluarga dari Tergugat mendatangi ibu kandung Penggugat 

untuk menyampaikan semacam tuduhan bahwa Tergugat tidak pernah 

diberi makan oleh Penggugat; dan

c. Bahwa selama pernikahan, Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan 

tidak bekerja;

5. Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak 

pernah lagi berkomunikasi dan tidak berkumpul lagi selayaknya suami 

isteri;

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah melakukan upaya pendamaian 

kepada keluarga Tergugat, namun keluarga Tergugat malah meminta 

untuk diuruskan saja perihal gugatan cerai tersebut;

7. Bahwa Penggugat sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan rumah 

tangga dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan 

gugatan cerai ini kepada Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua 

Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang meneriman, 

memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang 

amarnya berbunyi:

PRIMER
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1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

3. Membebankan biaya perkara kepada Pengugat;

SUBSIDER

-     Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-

adilnya.

           Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan 

Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan 

Tergugat tidak pernah datang dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap 

sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas-relaas panggilan 

yang telah dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara sah dan 

patut oleh Juru Sita Pengadilan Agama Balikpapan dan tidak ternyata 

ketidakdatangan Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah 

atau beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati 

Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah 

tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan 

Penggugat tersebut bertanggal 15 April 2014 yang isinya tetap dipertahankan 

oleh Penggugat;                                                                                                                               

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya 

Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah 

dengan Nomor : 82/05/II/2012,  tanggal 03 Februari 2012, yang dikeluarkan 

oleh Kepala Kantor Urusan Agama Balikpapan (Bukti.P);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga 

mengajukan saksi-saksi : 

1. SAKSI I, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat 

kediaman di Balikpapan, memberikan keterangan di bawah sumpah 

pada pokoknya sebagai berikut: 
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Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena ayah 

Penggugat;

• Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah 

sekitar 2 tahun lebih, dan belum dikeruniai  anak;

• Bahwa sepengetahuan saksi mulanya kehidupan rumah tangga mereka 

dalam keadaan baik-baik saja, namun sejak pertengahan Tahun 2013 

sudah tidak harmonis lagi, mereka sudah pisah tempat tinggal sekitar 1 

tahun sudah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena Tergugat 

sudah tidak mau bekerja lagi, sehingga tidak ada nafkah wajibnya 

untuk Penggugat;

• Bahwa atas kondisi demikian rumah tangga mereka sulit untuk 

dipertahankan karena sikap Penggugat sudah tidak bersedia lagi hidup 

bersama Tergugat dan saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan 

mereka berdua;

2. SAKSI II, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, 

tempat tinggal di Balikpapan, menerangkan di bawah sumpah pada 

pokoknya sebagai berikut :

• Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat orang tua 

Penggugat;

• Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah 

sekitar 2 tahun yang lalu;

• Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang mau bercerai karena 

mereka ada selisih faham dan mengenai penyebabnya karena 

Tergugat tidak mau bekerja, sehingga tidak bisa memberi nafkah untuk 

Penggugat karena Tergugat orangnya pemarah;

• Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang telah pisah tempat 

tinggal sejak 1 tahun yang lalu yang lalu karena Tergugat pergi 

meninggalkan Penggugat;

• Bahwa atas kondisi demikian rumah tangga mereka sulit untuk 

dipertahankan karena sikap Penggugat sudah tidak bersedia lagi hidup 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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bersama Tergugat dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk 

merukunkan mereka berdua;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah menyatakan tidak 

akan mengajukan lagi sesuatu tanggapan apapun dan telah menyampaikan 

kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap berpegang teguh pada 

pendiriannya semula dan telah memohon putusan; 

Menimbang, bahwa selanjutnya  untuk mempersingkat uraian putusan 

ini ditunjuk kepada berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari purusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 

seperti diuraikan tersebut di atas;

            Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, bukti tertulis 

bertanda P, dan keterangan para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa 

antara Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan yang sah;  

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan 

patut untuk menghadap dipersidangan tidak pernah hadir sendiri ataupun 

menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya sedangkan ketidak 

hadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Majelis 

Hakim menganggap bahwa perkara ini tidak layak di mediasikan;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-

Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan 

perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 jo. Pasal 115 

KHI jo. Pasal 154 R.Bg, Majelis Hakim telah berusaha keras menasehati  

Disclaimer
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Penggugat agar hidup rukun kembali dengan  Tergugat akan tetapi tidak 

berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena  Tergugat meskipun telah dipanggil 

secara resmi dan patut ternyata tidak datang menghadap, dan tidak ternyata 

bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka  

Tergugat dianggap telah membangkang (ta'azuz) terhadap panggilan 

Pengadilan dan harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membangkang 

(ta'azuz) terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan  Penggugat 

beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat 

(1) R.Bg Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan harus 

dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih 

pendapat ahli Fikih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم 

لاحق له .

Artinya ;"Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, 

                 kemudian  tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka 

                dia orang yang dhalim dan gugurlah haknya”.

Menimbang, bahwa meskipun  gugatan Penggugat dapat diputus 

dengan verstek, akan tetapi menurut Pakar Hukum Islam di atas dan 

bimbingan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) serta maksud pasal 

283 R.Bg/163 H.I.R, untuk mengabulkan atau tidak gugatan tersebut dalil-dalil 

Penggugat harus dibuktikan, oleh karena itu kepada Penggugat dibebankan 

untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat telah menghadirkan dua  

orang saksi ; SAKSI I dan SAKSI II, yang masing-masing di bawah 

sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat 

memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat;
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Menimbang, bahwa sesuai Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No. 7 

Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 jo. 

Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan 

keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat 

tentang adanya ketidakharmonisan dan perselisihan antara Penggugat dan 

Tergugat;

          Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 237.K/

AG/ 1998 tanggal 17 Maret 1999 menjelaskan bahwa apabila sepasang suami 

isteri telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah pisah tempat tinggal dan 

isteri sudah tidak berniat lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangga 

dengan suaminya sebagai suami isteri, kondisi demikian dipandang sebagai 

suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat  (2) Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum a quo Majelis Hakim 

berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok 

gugatannya dan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat 

dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi 

(onheel baar tweespalt) karena  rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah 

pecah (marriage breakdown), sehingga  tujuan pernikahan untuk membina 

keluarga sakinah, mawaddah, warohmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam 

sebagaimana dimaksudkan al-Quran Surat Rum [30] ayat 21 yang artinya: 

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia 

menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya 

kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan 

dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. 
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Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat 

tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang 

sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak 

mudlaratnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak 

mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya 

pasangan suami istri, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah 

pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil 

akan memunculkan kemudlaratan yang lebih besar terhadap rumah tangga 

dan keluarga mereka, sedangkan membuat mudlarat sangat bertentangan 

dalam ajaran Islam sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan 

oleh Ahmad dan Ibnu Majah yang yang artinya berbunyi : 

Artinya :“Tidak boleh membuat mudlarat  dan tidak boleh saling 

                             memudlaratkan”;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut menyatakan bahwa mereka 

telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak 

berhasil, serta tidak sanggup lagi untuk mengusahakan perdamaian, maka 

Majelis berpendapat bahwasanya pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi ;

 Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat menyatakan 

sangat benci dan tidak senang lagi bersuamikan Tergugat, karenanya Majelis 

berpendapat bahwa kebencian Penggugat terhadap Tergugat telah 

memuncak dan jika perkawinan diteruskan akan mendapat mudharat yang 

berkepanjangan; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut 

di atas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan 

berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 

huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f 
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Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa gugatan 

Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugro;

           Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-

Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua 

dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan 

kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirimkan salinan 

putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai 

Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut; 

 Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang 

No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan 

Undang-Undang No. 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam 

perkara ini harus dibebankan kepada  Penggugat; 

Mengingat, pasal-pasal tersebut dan peraturan perundang-undangan 

lain serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini

M  E  N  G  A  D  I  L  I

• Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk 

datang  di persidangan, tidak hadir;

• Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

• Menjatuhkan talak satu bain  sughra Tergugat  TERGUGAT terhadap 

Penggugat  PENGGUGAT;

• Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan mengirimkan 

salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada 

Pegawai Pencatat Nikah  di wilayah  tempat tinggal tinggal penggugat dan 

tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan 

Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang 

disediakan  untuk itu; 
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• Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini 

sebesar Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Balikpapan,  pada hari senin 

tanggal 26 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rajab1435 Hijriah 

dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang 

terdiri dari Drs. H. Busra, M.H. Hakim Ketua Majelis, Drs. Ibrohim, M.H dan  H. 

Burhanuddin, S.H,M.H dan  masing-masing Hakim Anggota, serta putusan 

dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk 

umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dibantu Dra. Hj. Fauziah 

sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Penggugat dengan tanpa 

hadirnya Tergugat;

Ketua  Majelis;
     Hakim-Hakim Anggota         Ttd
            Ttd ttd.
              ttd.
       Drs. Ibrohim, M.H Drs. H. Busra, M.H.
    
                Ttd
              ttd.

     H. Burhanuddin, S.H,M.H

Panitera Pengganti
          Ttd
ttd.

Dra. Hj. Fauziah

Perincian Biaya Perkara:
- Biaya Pendaftaran Rp.   30.000,-
- Biaya Proses Rp. 100.000,-
- Biaya Panggilan Rp. 210.000,-
- Biaya Redaksi Rp.     5.000,-
- Meterai Rp.     6.000,-
J u m l a h              Rp. 351.000,-
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Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
PANITERA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

ttd
Dra. Hj. Hairiah, S.H, M.H.
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